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"Pola BLUD dalam Pengelolaan Sampah"

Fokus Strategis
Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA
Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung
J1. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pengelolaan Persampahan di Propinsi Bali pada umumnya dan di
Kabupaten Klungkung pada khususnya menjadi issu yang menjadi perhatian publik.
Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 telah menetapkan Perda nomr 7 tahun 2014
tentang Pengelolaan Sampah. Pertanyaannya apakah pada Perda tersebut ada peluang
untuk dapat meningkatkan pengelolaan sampah dengan lebih baik, khususnya dari aspek
kelembagaan ?

I. Maksud dan Tujuan

1.

Memberikan pertimbangan tentang
aspek kelembagaan dalam pengelolaan
sampah di Kabupaten Klungkung.

. Sebagai anggota Tim pengendali mutu

kelitbangan, mengharapkan ada kajian
lebih mendalam dalam kelembagaan
pengelolaan sampah di Kabupaten
Klungkung.

II. Ide dan Gagasan

1.

Mengembangkan UPT Persampahan
yang ada saat ini, dari satu unit
menjadi tiga, UPT Di Pulau Nusa

Penida , UPT di Pulau Lembongan dan
UPT di Klungkung Daratan.

. Merujuk Kepa Bab V Peraturan Daerah

Kabupaten Klungkung nomor 7 tahn
2014, pasal 15 yang menyatakan : Ayat
1. "Pemerintah Daerah dalam
melakukan pengurangan dan
penanganan sampah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan
huruf b dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau unit kerja yang mempunyai
tugas dan fungsi dalam pengelolaan
sampah”.Ayat 2 "SKPD dan/atau unit
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditetapkan wuntuk
menerapkan Pola Pengelolaan
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Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)”.

III. Rekomendasi

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan disarankan membuat Kajian
kelembagaan UPT Persampahan sebelum penetapan Pola Penegelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.

2. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPT
Persampahan memberikan Fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan
SDM dan fleksibelitas dalam kerjasama daerah.

Semarapura, 26 Maret 2026
Disahkan oleh:
50 | Kepala Badan Riset

g0 | dan Inovasi Daerah
wies | Kabupaten Klungkung




IV. Kegiatan Kelompok Ahli

V. Lampiran




